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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 
TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK 
PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa produk pertanian dan kehutanan 
mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan nasional secara 
berkelanjutan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap 
Barang Ekspor dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan 
Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan 
Tarif Bea Keluar,  perlu ditetapkan tata cara 
penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk 
pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea 
keluar;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World  
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564); 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 
4661); 

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang 
Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia      Nomor 4886); 

  6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab 
Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan 
Luar Negeri; 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 
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  9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

  10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan 
Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-
DAG/PER/1/2007; 

  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                      
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang 
Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 
Keluar;  

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR 
ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG 
DIKENAKAN BEA KELUAR. 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
(1) Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga 

patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non 
kementerian/kepala badan teknis terkait. 

(2) Produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar adalah 
kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, Kayu, 
Kulit, dan Biji Kakao. 

(3) Harga referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga 
rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan 
tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non 
kementerian/kepala badan teknis terkait. 
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